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Abstract

Smallholder oil palm plantations are still facing the challenge of solidity in
increasing their collective action to influence the supply chain of the national and
global palm oil industry. This study aims to analyze the upstream system of
smallholder palm oil production in building the sustainability of the supply chain
of the national palm oil industry from a supply chain perspective. The data
collection method combines an empirical study approach and literacy. An
empirical study was carried out to search for institutional portraits of farmers.
Furthermore, the search for commodity flows and palm oil agro-industry actors
was carried out using a supply chain scheme framework. Based on the discussion,
it is concluded that the disclosure of the flow of information related to the volume,
price, and supply value differs according to the stakeholders involved. The supply
chain of upstream palm oil production starts from the production line of oil palm
plantations to the fabrication of CPO/PKO and the fabrication of their derivatives.
Oil palm farmers are the weakest parties in accessing prices, volumes, and
purchasing capacity information. Independent and plasma oil palm plantation
smallholders are the most vulnerable to problems of uncertainty, transparency,
transaction costs, and institutions, as well as the determination of an undisclosed
price share between the cooperative as an intermediary and the core company.
The downstream supply chain of palm oil agroindustry (olein, biodiesel, and
chemical industry) is dominated by stakeholders affiliating with national private
Keywords: plantation companies within the framework of vertical supply synergies. CPO/
chain; palm PKO palm derivative processed agroindustry, which has no vertical affiliation
oil:smallhalders; with national plantation companies on the upstream side, was the weakest actor in
supply; nucleus dealing with uncertainty in the supply of raw materials.

Abstrak

Pada Perkebunan sawit rakyat masih menghadapi tantangan soliditas dalam
meningkatkan tindakan kolektif mereka agar dapat memiliki pengaruh dalam
rantai pasokan industri sawit nasional dan global. Kajian ini bertujuan
menganalisis sistem hulu produksi kelapa sawit rakyat dalam membangun
keberlanjutan rantai pasokan industri sawit nasional dari perspektif rantai pasok.
Metode pengumpulan data mengkombinasikan pendekatan studi empiris dan
literasi. Studi empiris dilakukan pada upaya penelusuran potret kelembagaan
petani dalam dua kategori pengusahaan perkebunan sawit rakyat Selanjutnya
penelusuran arus komoditas dan pelaku agroindustri sawit dilakukan
menggunakan kerangka skema rantai pasok. Berdasarkan hasil pembahasan
disimpulkan bahwa keterbukaan alur informasi terkait volume dan harga serta nilai
pasokan berbeda sesuai dengan stakeholders yang terlibat. Rantai pasok hulu
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produksi sawit dimulai dari lini produksi perkebunan sawit hingga fabrikasi CPO
(crude palm oil) dan PKO (palm kernel oil) serta fabrikasi turunannya. Petani
sawit menjadi pihak paling lemah dalam akses informasi harga, volume, dan
kapasitas pembelian. Petani perkebunan sawit swadaya dan plasma adalah pihak
yang paling rentan mengahadapi masalah ketidakpastian, transparansi, biaya
transaksi, dan kelembagaan, hingga penetapan bagian harga yang tidak terbuka
antara pihak koperasi sebagai intermediary dan perusahaan inti. Pada rantai
pasokan agroindustri hilir sawit (olein, biodiesel dan chemical industry)
didominasi oleh stakeholders yang memiliki afiliasi holding dengan perusahaan

Kata kunci: perkebunan swasta nasional dalam kerangka sinergi pasokan secara vertikal.
pasok; plasma; Agroindustri olahan turunan sawit CPO/PKO yang tidak memiliki afiliasi
rantar; sawit; perusahaan perkebunan nasional secara vertikal di sisi hulu sebagai pelaku
swadaya terlemah dalam menghadapi ketidakpastian pasokan bahan baku.

Sitasi: Fitriani, Ambya, Ismono, R.H, Lestari, D.A.H, dan Prasmatiwi, F.E. (2024). Lini Hulu
Produksi Sawit Indonesia: Perspektif Rantai Pasok. SEPA (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan
Agri- bisnis), 21(2), 143-157. doi: https://dx.doi.org/10.20961/sepa.v21i2.60992

PENDAHULUAN

Produksi kelapa sawit nasional dibedakan dalam dua skala pengusahaan, yaitu perkebunan
perusahaan dan perkebunan rakyat. Perkebunan kelapa sawit nasional didominasi oleh korporasi
nasional dengan pangsa pengusahaan lahan mencapai hampir 60% luasan kelapa sawit nasional yang
mencapai 14.457 juta hektar. Perkebunan kelapa sawit rakyat (PR) mengalami perkembangan sangat
pesat mencapai seluas 5.818.888 hektar (40,62%) (Dirjenbun, 2019). Namun, perkembangan tersebut
masih menghadapi masalah kompleks mulai dari status lahan, keterbatasan modal dan pasar,
rendahnya produktivitas, hingga inefisiensi harga dan tata niaga. Pengelolaan perkebunan yang tidak
tepat selain menyebabkan rendahnya produktivitas juga menyebabkan kerusakan lingkungan
(Alwarritzi et al, 2015). Peningkatan produktivitas kelapa sawit, terkait erat dengan kapasitas
kelembagaan. Kelembagaan petani sawit PR yang kuat akan meningkatkan partisipasi dalam rantai
pasokan (Jelsma et al., 2017).

Pada kondisi cekaman geopolitik global yang menekan sektor sawit, petani sawit PR adalah
aktor yang paling lemah dan menjadi korban (Pacheco et al., 2020). Sistem pertanian rakyat menjadi
titik tumpu penting antara perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan (Cohn et al., 2017).
Upaya meminimalkan dampak ekologi perlu berorientasi pada keberadaan kelembagaan petani. Hal
ini menjadi proksi adaptasi dan mitigasi terhadap guncangan serta tekanan ekologi maupun ekonomi
untuk menjawab tuntutan produksi bersih dari masyarakat global. Aksi kolektif pada kelembagaan
memungkinkan petani menggabungkan kapasitas skala usaha dan keuntungan dari sistem produksi
petani kecil (Ostrom, 1990; Cox, 2010; Suharti et al., 2016). Selain perlu terus fokus pada aras
penguatan kapasitas internal dalam praktik Good Agricultural Practices (GAP), manajemen
keuangan, operasionalisasi kelompok usaha bersama, dan korporasi kelembagaan sawit, perkebunan
sawit rakyat perlu berdaulat keluar untuk membangun sinergi korporasi dengan berbagai
stakeholders, utamanya aktor dalam jejaring rantai nilai sawit dan turunannya yang cenderung
bersifat oligopsonistic dan cenderung monosonistik akibat integrasi vertikal industri sawit (Amin,
2014;Apriyanti & Ramadhani, 2018) (Jakfar et al., 2015).

Kelembagaan petani sawit rakyat berperan penting dalam pemberdayaan petani sawit.
Pembinaan kelembagaan petani sawit rakyat diperlukan mulai dari kegiatan sosialisasi, penyadaran,
analisis potensi, business plan, kesepakatan memulai usaha, perencanaan, pelaksanaan,
pendampingan, evaluasi, perbaikan usaha bersama, dan rencana tindak lanjut pelaksanaan perbaikan
usaha. Utamanya dalam transfer kapasitas dari pemanfaatan hasil hutan, bercocok-tanam dan
manajemen keuangan ke usaha mikro. Pembangunan kelembagaan perlu secara lebih eksplisit
dimasukkan ke dalam rancangan strategi intervensi yang berpusat pada petani kecil; melalui,
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misalnya, adopsi pendekatan perencanaan tingkat lanskap yang lebih integratif (Schoneveld et al.,
2019).

Organisasi produsen memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesetaraan dan inklusivitas
dalam rantai nilai (Pasiecznik dan Savenije 2015). Pendidikan, luas lahan, dan pekerjaan merupakan
faktor yang memengaruhi petani berpartisipasi pada sertifikasi komoditas (Emilia & Hutabarat,
2014; Sibarani et al., 2015; Yusmini & Heriyanto, 2011). Namun, biaya transaksi muncul sebagai
akibat ketidakpastian dalam lingkungan transaksi. Petani menghadapi kelemahan dalam membangun
kapasitas kelembagaan untuk keperluan keberlanjutan jejaring rantai bisnis baik secara horizontal
maupun vertikal.  Integrasi vertikal petani dalam sebuah kelembagaan akan mengurangi
ketidakpastian yang dapat menurunkan biaya transaksi. Turunnya biaya transaksi akan meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan petani.

Struktur koperasi pada organisasi produsen ditujukan untuk pencapaian kepemilikan bersama
atas pabrik merupakan sebuah faktor penting untuk meningkatkan keuntungan dan pengentasan
kemiskinan. Namun, petani sawit perkebunan rakyat (PR) menghadapi tantangan soliditas dalam
meningkatkan tindakan kolektif mereka agar dapat memiliki pengaruh dalam rantai pasokan global.
Kolaborasi adalah prasyarat lain untuk sukses. Ketika pabrik, koperasi, dan pedagang menyelaraskan
kegiatan dengan pengaturan yang disepakati bersama, petani perkebunan rakyat belum secara optimal
dilibatkan dalam rantai pasokan. Model bisnis dan inovasi teknis diperlukan pada produksi minyak
sawit yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keterlibatan dalam kelembagaan koperasi dan kemitraan
dengan perusahaan tidak mengatasi penyebab utama kemiskinan di negara berkembang, meskipun
hal itu dapat meningkatkan pendapatan petani yang berpartisipasi (Senevirathna, 2018). Artikel ini
bertujuan untuk menganalisis perspektif rantai pasok kelapa sawit untuk membangun keberlanjutan
sektor hulu industri sawit nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkombinasikan pendekatan studi empiris dan literasi. Studi empiris
dilakukan pada upaya penelusuran potret kelembagaan petani dalam dua kategori pengusahaan
perkebunan sawit rakyat, yaitu petani swadaya dan petani plasma di Provinsi Lampung dan Riau.
Selanjutnya penelusuran arus komoditas dan pelaku agroindustri sawit dilakukan menggunakan
kerangka skema rantai pasok, mulai dari lini produksi hingga fabrikasi CPO (crude palm oil) dan
PKO (palm kernel oil) serta fabrikasi turunannya. Data kualitatif mengungkapkan keterkaitan dan
pola hubungan antar aktor dalam setiap aktivitas mata rantai menggunakan sistem rantai pasok kelapa
sawit di Provinsi Riau yang melibatkan petani kelapa sawit rakyat yang tergabung dengan koperasi
dan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (N. K. Hidayat et al., 2015; Indriantoro et al., 2014). Bagan
penelusuran sistem rantai pasok agroindustri kelapa sawit dipaparkan pada gambar di bawah ini
diadaptasi dari (Fitriani, et al., 2021; Fitriani et al., 2021; Fitriani et al., 2021) (Mustapha, 2016).
Fokus rantai pasok pada sektor hulu industri kelapa sawit adalah kotak berbayang pada Gambar 1.

A NG Fatér;rlfasli(%PO Fabrikasi Olein dan bahan
:> pangan lain CPO/PKO Pasar
ﬁ domestik
|:> |:> dan
Sarana produksi Ekspor Fabrikasi non pangan Ekspor
Kelembagaan (Biodiesel dan chemical co)
Teknologi dan inovasi

Gambar 1. Bagan Sistem Kelembagaan Rantai Pasok Industri Kelapa Sawit

145



Fitriani, Ambya, Ismono R.H., Lestari D. A. H, Prasmatiwi F.E: Lini Hulu Produksi Sawit...

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Perkebunan Sawit Rakyat

Lini hulu produksi kelapa sawit dikategorikan berdasarkan status pengelolaan perkebunannya,
yaitu perkebunan rakyat dan perusahaan. Perkebunan kelapa sawit rakyat berdasarkan status
pengelolaannya dikategorikan sebagai petani swadaya (mandiri) dan petani plasma. Petani
perkebunan sawit rakyat swadaya berari semua pengusahaan produksi dilakukan secara swadaya.
Petani sawit swadaya menyediakan seluruh investasi usahatani dari lahan dan modal kerja untuk
pengadaan sarana input produksi kelapa sawit hingga aktivitas usahatani dilakukan oleh petani
sendiri. Pengadaan sarana produksi kelapa sawit hingga penjualan hasil TBS (Tandan Buah Sawit)
dilakukan berdasarkan keputusan petani secara mandiri. Petani pola swadaya ini memiliki kebebasan
dan tidak terikat dengan perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk pemasaran kasil TBSnya.
Namun kelemahan terbesar yang dihadapi petani swadaya adalah tidak adanya jaminan pemasaran.
Petani swadaya menghadapi risiko harga, biaya pemasaran, dan kerugian yang ditanggung oleh
petani sendiri pada saat panen pada kondisi pihak PKS. Petani swadaya mengatasinya dengan
proaktif baik secara mandiri maupun berkelompok mencari informasi dan menjalin hubungan baik
dengan beragam agen pengepul PKS sebagai alternatif pilihan petani swadaya dalam memasarkan
TBS.

Perkebunan kelapa sawit rakyat pola swadaya sebagian besar menghadapi kondisi kinerja
produksi yang tidak memadai. Good Agriculture Practices (GAP) belum secara optimal dapat
diimplementasikan oleh petani swadaya. Praktek GAP budidaya kelapa sawit petani swadaya belum
optimal dan sesuai dengan standar pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Termasuk juga penerapan
standar produksi berkelanjutan yang menjadi mandatory bagi semua stakeholders sawit nasional
yaitu sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainability Standard of Palm Qil). Petani sawit swadaya belum
menerapkan standar Prinsip dan Kriteria ISPO, dengan tingkat penerapan Prinsip dan Kriteria ISPO
berada pada kriteria “kurang baik” dengan total skor 1437 atau 43,5%. (Sibarani et al., 2015).

Tujuan sertifikasi ISPO adalah memastikan usaha perkebunan kelapa sawit menerapkan
prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit
berkelanjutan. Prinsip dan kriteria ISPO untuk Usaha Kebun Swadaya terdiri atas: a. Legalitas Usaha
Kebun Swadaya; b. Organisasi Pekebun dan pengelolaan Usaha Kebun Swadaya; c. Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan; d. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan. Praktik penerapan standar
ISPO pada pengelolaan perkebunan sawit baik petani swadaya/mandiri dan petani mitra plasma
masih mengalami banyak tantangan dan hambatan di lapang. Penerapan GAP di level kebun mulai
dari aktivitas pembenihan (penanganan benih), penanaman, pemeliharaan, dan pengendalian OPT,
hingga panen dan pengangkutan sangat bervariasi pada tataran level petani. Kesiapan penerapan
ISPO pada petani swadaya masih rendah. Petani swadaya baru dapat menjalankan sebagian kecil
dari indikator ISPO (10% sampai 19,15%) (Yusmini & Heriyanto, 2011).

Persepsi petani terhadap pentingnya peran sertifikasi, pendidikan, dan luas lahan serta
pekerjaan merupakan faktor yang memengaruhi minat petani untuk berpartisipasi dalam sertifikasi
(Emilia & Hutabarat, 2014). Proses sertifikasi menimbulkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh
kelompok tani seperti biaya audit dan biaya-biaya pelatihan. Petani juga masih kesulitan beradaptasi
dengan standar budidaya (tata kelola kebun) yang diharuskan oleh RSPO, misalnya dalam
penggunaan prosedur keselamatan kerja seperti penggunaan helm, kacamata, sepatu boot, dan alat
keselamatan lainnya yang merupakan bagian dari Alat Pelindung Diri (APD) (Harianja et al., 2015).

Sementara itu, petani kelapa sawit pola plasma merupakan petani kelapa sawit yang tergabung
dalam kerja sama kemitraan dengan perusahaan ini Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Prasyarat mengikuti
kemitraan pola inti plasma adalah wajibnya petani tergabung dalam kelembagaan koperasi.
Kelembagaan koperasi petani kelapa sawit di Provinsi Riau dan Lampung yang melakukan
kerjasama kemitraan dengan skema Pola Inti Plasma. Kelembagaan koperasi petani sawit di Provinsi
Riau tergabung dalam Asosiasi Petani kelapa sawit “Amanah”. Pada kajian ini, petani kelapa sawit
yang menjadi anggota KUD Bakti, KUD Karya Bersama dan KUD Bina Usaha Baru dan sudah
bergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Amanah (Harianja et al., 2015). Sementara di
Provinsi Lampung sebagian petani sawit pada daerah sentra produksi bergabung pada Koperasi Hasta
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Karya Bhakti Kabupaten Lampung Tengah dan KUD Krida Sejahtera Kabupaten Tulang Bawang.

Perkebunan sawit rakyat pola plasma berkembang pesat mulai dekade 1980-an seiring dengan
privilege dengan program kredit bagi Perkebunan Besar Swasta Nasional (1 dan 2) dan mulai
dikenalkannya program kebun sawit pola PIR-Trans (Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi).
Program sawit lainnya adalah program Perusahaan Inti Rakyat (PIR) atau Nucleus Estate
Smallholders (NES) mengembangkan perkebunan kelapa sawit melalui kemitraan antara perusahaan
inti dan plasma. Program ini pada mulanya dikembangkan di lima provinsi kemudian tersebar di 22
provinsi di Indonesia. Setelah Proyek PIR/NES. Perkebunan kelapa sawit rakyat juga dilanjutkan
dengan pola PIR- KKPA (1996) dan Pola Kemitraan untuk petani swadaya pada tahun 2000an.

Perkebunan kelapa sawit pola plasma PIR, petani plasma menyediakan lahan; sedangkan
perusahaan inti bertanggung jawab dalam menyediakan bibit, pupuk, dan pestisida, serta
memberikan bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya. Sebagai konsekuensinya, petani harus
menjual hasil kelapa sawitnya ke perusahaan inti. Hasil produksi kebun sawit adalah Tandan Buah
Sawit (TBS). Rantai alur komoditas sawit diawali dari pemasaran TBS dari petani kepada agen yang
umumnya adalah perpanjangan tangan pabrik kelapa sawit (PKS) sebagai konsumen akhir. Harga
beli PKS menentukan harga pada pelaku pasar lainnya. Harga yang diterima petani plasma realtif
lebih pasti dan terjamin disbanding dengan petani pola swadaya, karena adanya kontrak penjualan
hasil pada perusahaan. Harga TBS yang diterima petani swadaya sangat tergantung dari harga beli
dari PKS dan pedagang pengumpul, yang di Provinsi Lampung sering disebut ‘agen’ (Lestari et al.,
2018).

Pada kondisi ketidakpastian tingkat harga jual terjadi, inefisiensi harga, dan tata niaga menjadi
resiko kegagalan usahatani petani sawit rakyat, selain masalah kompleks lainnya (status lahan,
keterbatasan modal dan pasar, hingga rendahnya produktivitas). Pasar yang tidak efisien
membebankan biaya transaksi pada pelaku yang paling lemah posisi tawarnya, dalam tataniaga TBS
adalah petani. Biaya transaksi yang dikeluarkan petani plasma lebih kecil dibandingkan dengan
biaya transaksi yang dikeluarkan petani swadaya, sehingga petani plasma memperoleh pendapatan
yang lebih besar dibandingkan petani swadaya (Lestari et al., 2018).

Rantai Pasok Kelapa Sawit

Rantai pasok adalah cara pandang baru analisis rantai nilai komoditas. Rantai pasok
memberikan informasi bagaimana memandang komoditas dalam kesatuan aktivitas pelaku yang
terlibat dalam jejaring rantai nilai komoditas dan industri. Rantai pasok juga memberikan gambaran
aliran komoditas, informasi, dan nilai finansial dari aktivitas bisnis dari farmgate level hingga
konsumen akhir. Rantai pasok menjadi bagian strategi daya saing dalam industri. Rantai pasok
industri sawit menempatkan petani kelapa sawit sebagai kesatuan sistem (supply chain) dalam rantai
industri minyak sawit, melibatkan petani, agen, pedagang perantara, PKS (Pabrik Kelapa Sawit)
sebagai industri pengolahan kepala sawit, jejaring rantai distribusi produk akhir, dan konsumen akhir.
Perspektif rantai pasok menempatkan sistem tata kelola aliran produk, aliran informasi maupun aliran
keuangan (finansial) (Fitriani, Fatih, Sutarni, & Prasmatiwi, 2021; Fitriani, Unteawati, Sutarni, &
Fatih, 2021; Fitriani, Unteawati, Sutarni, Fatih, et al., 2021; Sutarni et al., 2021; Yolandika et al.,
2017).

Penelusuran alur komoditas TBS sawit dilakukan melalui identifikasi pelaku-pelaku yang
terlibat dalam rantai pasok kelapa sawit. Keberadaan pelaku utama yang bertindak sebagai pemasok,
pembeli, perantara, atau perwakilan, hingga besarnya volume dan nilai logistik pembelian dan
penjualan TBS menjadi fokus penelusuran. Aliran rantai pasok TBS perkebunan sawit rakyat pada
umumnya dapat digambarkan dari komponen aktivitas utama, yang terdiri dari aliran produk, aliran
finansial dan aliran informasi. Aliran produk mengalir dari hulu ke hilir. Aliran finansial mengalir
dari hilir ke hulu, dari pembeli akhir dalam hal ini adalah PKS (Pabrik Kelapa Sawit) ke
agen/perantara/pedagang selanjutnya ke petani sawit. Sementara itu, aliran informasi mengalir dua
arah dari produsen/petani ke perantara selanjutnya ke konsumen, atau sebaliknya. Aliran produk
merupakan aliran barang dari hulu ke hilir (Jakfar et al., 2015; Hidayat, 2018; Mafira et al., 2018).

Istilah jaringan rantai pasok kelapa sawit dikategorikan menjadi dua lini, yaitu lini pasokan
fabrikasi CPO/PKO (Crude Palm Oil/Palm Kernel Qil), dan rantai pasokan fabrikasi industri minyak

147



Fitriani, Ambya, Ismono R.H., Lestari D. A. H, Prasmatiwi F.E: Lini Hulu Produksi Sawit...

sawit/olein atau industri turunan lain (biodiesel, kimia, dll). Pada lini rantai pasokan pabrikasi
CPO/PKO maka rantai pasok merujuk pada konsumen yang memanfaatkan TBS menjadi CPO.
Proses inti rantai pasok agroindgustri sebagai kesatuan aktivitas produksi bahan baku hingga
konsumsi akhir produk akhir yang masuk pada proses inti tergantung pada karakteristik rantai
komoditas yang dipetakan. Strategi klaster industri agroindustri kelapa sawit di tingkat hilir fokus
pada pengolahan bahan baku berbasis kelapa sawit menjadi berbagai produk turunan dalam bentuk
industri CPO, oleokimia, dan termasuk produk bioenergi. Tiga klaster agroindustri kelapa sawit
nasional meliputi pengembangan agroindustri kelapa sawit di Provinsi Riau, Sumatra Utara dan
Kalimantan Timur. Berdasarkan penilaian aglomerasi perusahaan, nilai tambah dan rantai nilai,
jejaring kerjasama serta infrastruktur ekonomi, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan nilai
daya saing dari ketiga klaster industri (Papilo & Bantacut, 2016).

Perusahaan agroindustri sawit (PKS) di Propinsi Lampung berjumlah 28 perusahan.
Kabupaten dengan jumlah PKS lebih dari 5unit utamanya berada di Kabupaten Mesuji dan Way
Kanan. Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Tulang Bawang memiliki 4-5 PKS,
sedangkan Kabupaten Pesisir Bart dan Lampung selatan memiliki PKS kurang dari 3 perusahaan.
Pemetaan pelaku agroindustri kelapa sawit di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 2.

Way Kanan
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Gambar 2. Agroindustri sawit/PKS di Propinsi Lampung (BPS Lampung, 2021)

Stakeholders sawit nasional umumnya terdiri dari perkebunan kepala sawit, PKS, dan
perantara (intermediary). Pada hulu produksi, rantai pasok kelapa sawit di Indonesia menunjukkan
keterlibatan lima stakeholders yaitu (Jakfar et al., 2015):

1. Perkebunan sawit rakyat yang memiliki kebun secara mandiri tanpa mendapat bantuan dari
pihak manapun. Tantangan usahatani sawit rakyat tipe ini umumnya tidak memiliki Kerjasama
dengan PKS sehingga jaminan harga dan penjualan hasil sangat tergantung pada situasi pasar
yang tidak pasti.

2. Perkebunan sawit perusahaan baik, swasta nasional, maupun BUMN. Secara umum secara
permodalan sangat kuat dan memiliki jejaring vertikal rantai pasokan hingga hilirisasi. Tipe
ini memiliki HGU/hak milik kebun sawit yang sangat besar bahkan mencapai ribuan hektar dan
juga memiliki jejaring fabrikasi produk olehan TBS. Meskipun sebagian besar tipe ini
mengembangkan pola kebun plasma ataupun bermitra dengan petani swadaya sebagai sumber
pasokan bahan baku bagi pabrik kelapa sawitnya.

3. Perkebunan sawit rakyat pola plasma (PIR/PIR-TRANS), yang dikelola oleh rakyat dan terikat
dalam kemitraan kontrak kerja dengan perusahaan sawit besar baik swasta/nasional. Kemitraan
kerja mengikat untuk menjamin bantuan teknis dan prasarana produksi oleh perusahaan
perkebunan; pembelian TBS dengan kesepakatan harga.
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4. Perkebunan rakyat skema Plasma KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota), yaitu kebun plasma
yang dikelola oleh Koperasi.

Gambaran beberapa kajian rantai pasok kelapa sawit di Lampung digambarkan pada kasus di
PT. Sandabi Indah Lestari yang menunjukkan bahwa margin pemasaran yang diterima oleh masing-
masing aliran rantai pasok berbeda sesuai dengan biaya pemasaran yang dikeluarkan (Primalasari et
al., 2017). Kondisi serupa juga dihadapi tataniaga kelapa sawit di Kabupaten Tulang Bawang
(Williyani et al., 2018). Selanjutnya keterkaitan antar-pelaku yang terlibat dalam sistem
kelembagaan rantai pasok industri kelapa sawit dapat digambarkan dengan pendekatan sistem rantai
pasok. Pola hubungan stakeholders sawit berdasarkan system kelembagaan rantai pasok yang
berlandaskan aliran produk dapat digambarkan pada Gambar 3.

Local, regional, global buyers
Sustainability standard

Perusahaan Perkebunan sawit (Milik Negara
(4%) dan Swasta Nasional (62%)

- Usahatani Sawit: L1 Fabrikasi Olein dan bahan
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sarana Rakyat/PR) D) PO dan dimiliki 4 holding co) domestik
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\ Koperasi Fabrikasi non pangan
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Kelembagaan Y Kelembagaan Ekspor

Petani swadaya .
y Petani swadaya
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tzgni /kopgrasi (koperasi plasma)
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Ketimpangan: produktivitas, harga,
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pendapatan, kesejahteraan

Gambar 3. Bagan Sistem Kelembagaan Rantai Pasok Industri Kelapa Sawit

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa aliran bahan baku berupa TBS hasil produksi petani
menjadi input bagi pelaku agroindustri dapat secara langsung atau melalui intermediary supplier atau
agen pemasok, atau pedagang pengumpul. Selanjutnya dari fabrikasi PKS proses transformasi TBS
menjadi CPO/PKO dilakukan sesuai dengan standar mutu yang ditentukan. Aktivitas PKS dalam
mengelola rantai pasokan menunjuk Agen Pemasok. Keterkaitan antara aktivitas dan pelaku yang
terlibat dalam membawa produk atau layanan dari produksi hingga konsumsi dapat menciptakan nilai
saling ketergantungan sehingga apa yang terjadi pada satu titik dalam rantai memiliki konsekuensi
bagi para aktor dan aktivitas di titik lain dalam rantai. Keberadaan agen pedagang sebagai
intermediary supplier penting bagi PKS dalam memastikan pasokan TBS sebagai bahan baku.

Keterlibatan pedagang pengumpul desa ditemui di sentra-sentra produksi sawit di Indonesia.
Beberapa fabrikasi CPO mengembangkan pendekatan penerbitan DO (delivery order) dalam
memastikan kebutuhan TBS untuk produksi pabrik kelapa sawit (PKS)-nya. DO diterbitkan oleh
pihak PKS kepada para pihak yang menjadi penghubung PKS dengan penghasil TBS (Agen pemasok
atau Satuan Pengumpul/SP). Tidak semua pedagang pengumpul desa dapat menjadi Agen yang
memperoleh akses sebagai Agen pemasok PKS. Agen pemasok umumnya mengumpulkan pasokan
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TBS dari para pedagang pengumpul desa. Agen pemasok bertanggung jawab untuk memenuhi kuota
pasokan untuk PKS.

Kawasan pengembangan agroindustri produk turunan CPO/PKO menjadi bioenergi dan juga
chemical industry penting dibangun dalam kesatuan mata rantai pasokan. Dengan pertimbangan
utama ketersediaan bahan baku, kondisi lahan dan harga, kemudahan akses transportasi, jarak lokasi
dengan pusat kota, ketersediaan tenaga kerja pada lokasi sasaran, ketersediaan infrastruktur seperti
air dan listrik, orientasi pemanfaatan lokasi serta multiflier effect (Papilo et al., 2018).

Kinerja efisiensi rantai pasok secara teori ditentukan oleh kapasitas masing-masing pelaku
yang terlibat dalam rantai pasokan dalam pengelolaan persediaan, transportasi, fasilitas, dan
informasi. Pada lini pasokan dengan keterlibatan pedagang pengumpul desa, umumnya kemampuan
kolektivitas TBS akan tergantung pada ketersediaan kapital, logistik terkait fasilitas simpan dan
angkut, juga hubungan baik dengan kelompok petani yang menjadi pemasok. Pedagang pengumpul
desa selanjutnya mengalirkan TBS kepada Agen Pemasok/SP. Agen pemasok menjamin pasokan
TBS untuk kebutuhan kapasitas produksi PKS. Umumnya pedagang pengumpul desa masih
menghadapi lemahnya akses informasi volume dan harga penetapan TBS dari PKS tersebut.
Sementara pihak Agen Pemasok mendapatkan akses informasi, harga, volume, hingga tingkat
kualitas TBS yang dipersyaratkan.

Efisiensi kinerja pasokan yang melibatkan perkebunan sawit rakyat swadaya umumnya paling
rendah. Permasalahan yang dihadapi adalah dalam penanganan logistik panen, fasilitas transportasi,
kualitas TBS, dan biaya transportasi meningkat ketika jarak pengiriman meningkat. Hal ini menjadi
tantangan berat yang menghambat efisiensi di tingkat petani kecil (Jakfar et al., 2015). Posisi
perkebunan kelapa sawit swadaya sangat lemah dalam menghadapi perubahan di pasar internasional.
Berbagai tantangan dan keterbatasan yang dihadapi pekebun menyebabkan rendahnya akses pekebun
sawit untuk menjadi bagian dari rantai pasok pasar global. Proses menuju sertifikasi sangat berat dan
kapasitas pekebun secara individual tidak memungkinkan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi
tanpa ulur tangan dari berbagai pihak yang terkait (Hutabarat, 2017).

Kehadiran kelembagaan koperasi diperlukan berperan dalam memfasilitasi interaksi sektor
input, maupun pemasaran hasil. Struktur kelembagaan koperasi pada organisasi petani produsen
dapat memungkinkan kepemilikan bersama atas pabrik. Petani perkebunan rakyat perlu
meningkatkan tindakan kolektif mereka agar dapat memiliki pengaruh dalam rantai pasokan.
Kolaborasi adalah prasyarat lain untuk sukses. Ketika pabrik, koperasi dan pedagang menyelaraskan
kegiatan dengan pengaturan yang disepakati bersama, petani perkebunan rakyat lebih dilibatkan
dalam rantai pasokan. Model bisnis dan inovasi teknis diperlukan pada produksi minyak sawit yang
lebih inklusif dan berkelanjutan. Meskipun kemitraan tidak mengatasi penyebab utama kemiskinan
di negara berkembang, namun paling tidak dapat meningkatkan pendapatan petani yang
berpartisipasi (Senevirathna, 2018).

Rantai pasok komoditas juga menggambarkan rantai nilai dalam bisnis komoditas tersebut.
Keterkaitan aktivitas kerja oleh berbagai pihak (pemasok, produsen, dan bahkan pelanggan) disebut
juga rantai nilai. Berbeda dengan rantai pasok yang tujuan utamanya untuk mengamankan pasokan,
maka konsep rantai nilai berorientasi pada efektivitas dan menciptakan nilai tertinggi bagi pelanggan.
Aktivitas rantai nilai agribisnis sawit menciptakan alur nilai tambah, informasi, biaya, margin, dan
dukungan kelembagaan dari produksi (petani), distribusi, pengolahan, dan pemasaran produk kepada
konsumen akhir (Fitriani et al., 2021). Struktur industri kelapa sawit di Indonesia yang dikuasi oleh
kapitalisasi besar (>62%) dimiliki oleh korporasi dalam holding company menyebabkan rantai pasok
dan rantai nilai bisnis industri sawit cenderung oligopsonistic. Rantai nilai bisnis kepala sawit
Indonesia menjadi strategi bisnis untuk memenangkan persaingan dan mempertahankan keunggulan
bisnis. Pada tataran aplikasi hal ini dapat menimbulkan potensi eksploitasi dan merugikan bagi pihak
yang memiliki daya tawar lemah dan akses terbatas terhadap pasar dan modal. Perkebunan kelapa
sawit rakyat harus berjuang melawan kapitalisasi besar perusahaan swasta nasional.

Pada situasi ini, penerapan konsep rantai nilai penting diarahkan untuk memperkuat secara
simultan hubungan dependensi setiap pihak yang terlibat dalam rantai bisnis. Rantai nilai bisnis
korporasi bukan semata-mata memperkuat rantai pasokan untuk mempertahankan dan memperluas
bisnis, namun wajib bersinergi hingga produsen di lini hulu pasokan untuk menjamin berkelanjutan
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usaha di masa yang akan datang. Jejaring rantai pasokan kelapa sawit menggambarkan jaringan
agroindustri secara vertikal. Aliran produk di setiap tingkatan dalam konteks jaringan rantai pasok
ditelusuri secara menyeluruh. Setiap pelaku perusahaan diposisikan dalam sebuah titik dalam lapisan
jaringan rantai pasok. Pusat rantai pasok berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah produk
pertanian, dalam hal ini adalah pelaku industri (perusahaan agroindustry). Agroindustri
membutuhkan pasokan bahan baku yang berkualitas dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan
secara terus menerus (Lazzarini et al., 2001). Gambaran 4 menggambarkan rantai pasok vertikal.

Suppliers

Manufacturers

Distributors

/
. ]
Consumers ,‘
®

Gambar 4. Jejaring rantai pasok vertikal (Lazzarini et al., 2001)

Teori rantai pasok dan rantai nilai cenderung eksploitatif dan kurang berkeadilan bagi pelaku
bisnis skala kecil/menengah. Saat ini mulai berkembang konsep nilai perusahaan yang berkeadilan
(Corporate Share Value/CSV). Strategi CSV dipercaya sangat sesuai dengan semangat penguatan
pelaku rantai pasok yang paling rentan, dalam hal ini adalah perkebunan sawit rakyat. Industri kelapa
sawit Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan dengan keberdayaan
perkebunan sawit rakyat. CSV mengintegrasikan tujuan perusahaan dan masyarakat serta
menempatkan masyarakat sebagai mitra atau subyek. Penguatan kapasitas perkebunan kelapa sawit
rakyat swadaya dengan kerjasama saling menguntungkan dengan perusahaan akan menjamin rantai
pasok kelapa sawit bagi perusahaan, meningkatkan produktivitas, dan tingkat pendapatan petani.

Pada kondisi situasi pasar yang sangat kompleks, keberhasilan satu perusahaan bergantung
pada aktivitas perusahaan lain. Potensi komunikasi dan koordinasi rantai nilai akan bervariasi,
terutama yang berkaitan dengan ukuran perusahaan. Perusahaan besar memiliki kapasitas untuk
menciptakan keterkaitan nilai yang merespons kebutuhan mereka, menggunakan kekuatan pasar dan
sumber daya mereka untuk memberikan sanksi positif dan negatif kepada mitra dalam rantai nilai
aktual dan potensial. Perusahaan yang lebih kecil tidak memiliki kekuatan atau sumber daya untuk
membentuk rantai nilai dengan cara ini. Oleh karenanya, hadirnya peraturan (formal dan informal)
dalam membentuk pasar dalam memfasilitasi interaksi pasar menjadi sangat vital (Henson &
Humphrey, 2015).

Model CSV berlaku berdasarkan hubungan kerjasama saling menguntungkan untuk menjamin
rantai pasok yang berkelanjutan bagi perusahaan, peningkatan produktivitas dan pendapatan petani
serta pengembangan ekonomi daerah. Model CSV berpotensi menjadi model yang cukup ideal
memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan daya saing rantai nilai industri kelapa sawit
(Fitrianti, 2019). CSV merupakan nilai bersama yang tercipta ketika sebuah inisiatif menghasilkan
manfaat bagi organisasi sponsor sambil juga menghasilkan keuntungan sosial dan komunitas.
Besaran inisiatif dilandasi oleh keuntungan dan bukan sumber daya yang tersedia untuk filantropi
(Beschorner & Hajduk, 2017). Muara tujuan CSV pada penciptaan nilai ekonomi melalui penciptaan
nilai sosial (Wojcik, 2016). CSV menjadi peluang multinational company untuk meningkatkan
keuntungan mereka di pasar negara berkembang dengan menciptakan nilai sosial sekaligus
menghasilkan keuntungan ekonomi (Smith, 2016). Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan
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menciptakan nilai bersama (CSV) semakin menarik perhatian korporat dan professional. CSV
dipandang sebagai pergeseran dari CSR, bukan lagi filantropi, tetapi berorientasi strategis
keberlanjutan inklusi kebutuhan pemangku kepentingan (Corazza et al., 2017). Green CSR menjadi
strategi dan kebijakan baru untuk penanggulan dampak global yang lebih baik (Bhalla, 2019).
Dengan menggunakan CSV mengurangi kesenjangan kekayaan kapitalisme dan membawa bisnis
lebih dekat ke masyarakat (Ribeiro et al., 2018).

Integrasi petani kecil ke dalam rantai nilai yang berkelanjutan menimbulkan tantangan lain
bagi sektor minyak sawit, ketertelusuran, kinerja lingkungan yang lebih baik, dan hasil yang lebih
baik memerlukan tindakan segera. Legalisasi operasi petani kecil sangat penting, karena itu
menentukan akses ke pembiayaan dan berbagai program. Kesepakatan tentang visi keberlanjutan
yang didukung oleh kebijakan publik, property right tanah, penegakan peraturan progresif di tingkat
nasional dan daerah, dan penerapan kebijakan yang kuat untuk merasionalisasi perluasan
kepemilikan lahan petani kecil. Restitusi lahan melalui proses hukum, dukungan untuk petani kecil
dan investasi dalam restorasi lahan adalah beberapa jalan menjanjikan yang layak dikejar (Pirard et
al., 2015).

Hubungan antara strategi tata kelola untuk melibatkan pemasok dalam implementasi
keberlanjutan dan penciptaan nilai bersama dalam hubungan pembeli-pemasok menjadi strategi
kooperatif dalam tata Kelola rantai nilai industri sawit (Meulensteen et al., 2016). Keberlanjutan
rantai pasokan minyak sawit mentah yang paling umum di Malaysia (Sarawak) dengan kerangka
Palm Oil Sustainability Assessment (POSA) menunjukkan bahwa skor keberlanjutan keseluruhan
untuk rantai pasokan minyak sawit mentah di Malaysia adalah 3,47 / 5, yang berada di bawah target
keberlanjutan 5/5. Aplikasi kerangka kerja POSA spesifik lokasi menunjukkan potensinya untuk
digunakan secara universal di seluruh Malaysia (Lim & Biswas, 2019).

Produksi kelapa sawit pada pengaturan neoliberal berorientasi keuntungan oleh sektor swasta
berbenturan dengan ekonomi moral petani yang menekankan nilai kerja fisik dan solidaritas petani-
pekerja kecil. Industri kelapa sawit menawarkan peluang mata pencaharian yang terbatas bagi para
pekerja lapangan (Castellanos-Navarrete et al., 2019). Dinamika dalam sektor kelapa sawit
Indonesia menggambarkan dengan baik jenis tantangan kompetitif yang dihadapi petani kecil dalam
integrasi mereka ke dalam rantai komoditas agro global. Keprihatinan publik atas kinerja sosial dan
lingkungan yang buruk dari sektor ini, menggerakkan banyak pemerintah, perusahaan, dan
konsumen untuk berusaha membersihkan rantai nilai melalui komitmen pengaturan mandiri,
sertifikasi, dan peraturan publik. Akibatnya, banyak petani kecil kelapa sawit Indonesia menghadapi
hambatan kepatuhan karena informalitas dan praktik produksi yang buruk, dan terancam terasing
dari pasar formal, yang pada gilirannya dapat menyebabkan percabangan sektor kelapa sawit.

Menyadari bahwa banyak petani kelapa sawit tidak memiliki kapasitas kepatuhan, banyak
sekali aktor publik dan swasta mulai merancang inisiatif untuk mengatasi hambatan kepatuhan dan
meningkatkan daya saing petani kecil. Namun, kegagalan untuk menjelaskan secara tepat
heterogenitas sektor kelapa sawit petani kecil akan merusak keefektifan dan skalabilitas inisiatif
tersebut. Rantai komoditas pertanian global dapat mendorong diferensiasi agraria dan menawarkan
wawasan baru tentang dinamika kompleks perluasan perbatasan pertanian (Jelsma et al., 2017).
Perkebunan rakyat mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam memasok bahan baku TBS untuk
industri pengolahan kelapa sawit, oleh karenanya keberadaan perkebunan rakyat tidak dapat
dikesampingkan dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit. Pembangunan struktur tata kelola
rantai pasokan industri kelapa sawit, strategi peningkatan, distribusi, dan keadilan diperlukan untuk
distribusi manfaat bagi para pelaku dalam rantai pasokan. Usaha promosi usaha industri perkebunan
yang berkelanjutan sangat diperlukan, terutama untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan
menguntungkan para pelaku dalam rantai pasokan industri kelapa sawit (Siahaan, 2016). Partisipasi
petani menjadi prasyarat untuk mewujudkan sektor sawit yang berkelanjutan. Upaya meningkatkan
mutu produksi merupakan salah satu cara meningkatkan performa produksi kelapa sawit menuju arah
yang lebih berkelanjutan dan pada saat yang sama meningkatkan perekonomian petani (Pramudya et
al., 2015).
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KESIMPULAN

Rantai pasok sawit pada lini pertama melibatkan fabrikasi PKS (CPO/PKO) sebagai pusat
aliran komoditas, informasi, dan finansial. Peran intermediary ditandai dengan hadir dan terlibat
aktif agen pemasok dan pedangang pengumpul tingkat desa. Keterbukaan alur informasi terkait
volume dan harga serta nilai pasokan berbeda sesuai dengan stakeholders yang terlibat. Petani sawit
menjadi pihak paling lemah dalam akses informasi harga, volume, dan kapasitas pembelian. Petani
perkebunan sawit swadaya adalah pihak yang paling rentan mengahadapi masalah keterbatasan
modal/pembiayaan, rendahnya adopsi teknologi GAP, hingga resiko ketidakpastian pasar karena
ketiadaan kerjasama kemitraan dengan PKS. Sementara itu, petani sawit plasma dihadapkan pada
masalah transparansi, biaya transaksi, dan kelembagaan, hingga penetapan bagian harga yang tidak
terbuka antara pihak koperasi sebagai intermediary dan perusahaan inti.

Sementara itu, rantai pasokan industri sawit nasional pada lini agroindustri hilir (olein,
biodiesel, dan chemical industry) didominasi oleh stakeholders yang memiliki afiliasi holding dengan
perusahaan perkebunan swasta nasional dalam kerangka sinergi pasokan secara vertikal. Kondisi ini
menempatkan industri olahan CPO/PKO yang tidak memiliki afiliasi perusahaan perkebunan
nasional secara vertikal di sisi hulu sebagai pelaku terlemah dalam menghadapi ketidakpastian
pasokan bahan baku.

Rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah pentingnya arah pengembangan rantai bisnis
(rantai nilai dan rantai pasok) industri sawit nasional yang dibangun dalam kesatuan strategi
Corporate Share Value (CSV) yang saling membangun dengan tujuan menguatkan sistem hulu
produksi kelapa sawit rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Strategi rantai pasok dan rantai
nilai cenderung berorientasi pada keunggulan daya saing dan eksploitasi keuntungan dari efisiensi
jejaring bisnis yang berakibat pada eksploitasi pelaku yang memiliki posisi kapitalisasi dan akses
paling lemabh, yaitu perkebunan rakyat.
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